
 

 

 

 

PERATURAN BUPATI KARAWANG 

NOMOR : 96 TAHUN 2012 

 

TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  PAJAK PENERANGAN JALAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KARAWANG, 

 
Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf e 

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan 
Jalan.  

 
Mengingat   :  

 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan; 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

6. Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 
Pajak; 
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah;  

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah;  

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah;  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan 
Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 
2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum 
Daerah; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 
2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas 
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan 
Kelurahan; 
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah. 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini  yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang. 

3. Bupati adalah Bupati Karawang. 

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Karawang.   

5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala DPPKAD adalah 
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Karawang. 

6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas 
tertentu di bidang perpajakan daerah. 

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

8.    Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ 
adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang 
dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 

9.  Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, 
yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, 
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 

10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada 
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau 
dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 

11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan 
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan 
pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.  

12. PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero). 
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13. Perusahaan Listrik lainnya yang selanjutnya disebut penyedia 
tenaga listrik adalah penyedia tenaga listrik selain PT PLN. 

14. Kilo Watt Hour disingkat KWh adalah satuan daya listrik.  

15. Tarif Dasar Listrik yang selanjutnya disingkat TDL adalah 
tarif listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT. PLN. 

 

BAB II 

PEMAKAIAN ENERGI LISTRIK DAN MASA PAJAK 

Bagian Kesatu 

Pemakaian dan Ketentuan Jam Nyala Listrik Bukan dari PLN 

 

Pasal 2 

(1)   Pemakaian tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dan atau 
penggunaan pembangkit tenaga listrik (captive power, 
genset, diesel dan turbin) dihitung berdasarkan alat 
pembaca meter. 

(2) Didalam pemakaian energi listrik dalam satuan kWh yang 
tidak dan atau belum terpasang alat pembaca meter 
ditentukan oleh jumlah jam nyala mesin pembangkit listrik 
yang dipergunakan yang berdasarkan kapasitas 
kemampuan mesin/generator/ cavitive power sebenarnya. 

(3)   Berdasarkan jam nyala yang diberlakukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), maka jam nyala tenaga listrik yang 
dihasilkan sendiri ditetapkan sebagai berikut : 

a. Penggunaan Utama ditetapkan  240 jam/bulan; 

b. Penggunaan Cadangan ditetapkan 120 jam/bulan; 

c. Penggunaan Darurat ditetapkan 30 jam/bulan. 

 

Bagian Kedua 

Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak 

Pasal 3 

(1)  Masa Pajak Penerangan Jalan adalah  jangka waktu yang 
lamanya 1 (satu) bulan kalender. 

(2)  Pajak Penerangan Jalan yang terutang dalam masa pajak 
terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik atau saat 
diterbitkan SKPD. 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 4  
 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, 
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Bupati. 

 

 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak  tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang  mengetahuinya  memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Karawang. 

 

 
Ditetapkan di  K a r a w a n g 
pada tanggal 13 Agustus 2012 
 

BUPATI KARAWANG, 
 

ttd 
 
 

ADE SWARA 
Diundangkan di  K a r a w a n g 
pada tanggal 13 Agustus 2012  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
KARAWANG, 

 
ttd 

 
 

IMAN SUMANTRI 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012 

 NOMOR :   96        SERI :   E      

 
 
 


